




























(7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (5) diberikan secara riil atau At Cost sebatas maksimal 
biaya penginapan. 

(8) Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah dalam Provinsi dan 
Luar Daerah Luar Provinsi, dapat menginap di luar daerah 
tujuan tetapi masih pada provinsi yang sama. 

(9) Dalam hal Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Luar 
Provinsi diperlukan menginap di Luar Daerah Dalam 
Provinsi dan tidak melampirkan biaya penginapan maka: 
a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% 

(tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan 
sesuai dengan golongan biaya perjalanan dinas; dan 

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dibayarkan secara Lumpsum. 

(10) Biaya penginapan dalam rangka mendampingi Perjalanan 
Dinas Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris 
Daerah, bagi ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan 
Pimpinan DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah 
dipersamakan golongan Perjalanan Dinas dengan pejabat 
Eselon III. 

Pasal 12 

(1) Biaya penginapan dibedakan beberapa golongan, yaitu:  
a. Bupati/Wakil Bupati/pimpinan DPRD; 
b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II dan Ketua Organisasi 

Kewanitaan; 
c. Pejabat Eselon III/pejabat fungsional madya atau 

sebutan lainnya/Tenaga Ahli pengendalian dan evaluasi 
pembangunan atau dengan sebutan lainnya/Tenaga Ahli 
DPRD, ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan 
Ketua DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah; dan 

d. Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Muda atau 
sebutan lainnya/PNS Golongan IV/Golongan III Non 
Eselon/Pejabat Fungsional Pertama/PNS Golongan II 
dan Golongan I/Pihak Lain. 

(2) Selain golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku ketentuan Perjalanan Dinas sebagai berikut: 
a. bagi narasumber disesuaikan berdasarkan dari 

tingkatan eselon atau golongan;  
b. bagi peserta kegiatan dalam daerah diberikan maksimal 

sama dengan golongan ruang III;  
c. bagi masyarakat dihitung sesuai dengan kebutuhan riil 

atau At Cost; 
d. sopir Bupati/sopir Wakil Bupati/sopir Pimpinan 

DPRD/sopir Sekretaris Daerah dapat diberikan biaya 
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi berupa 






































